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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh Penulis pada bab-bab 

Barang Bekas Sebagai Benda Bergerak Berbasis Online Dalam Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 

berikut: 

1. Teori terhadap tarif penyusutan atas nilai sisa buku tidak dapat dilakukan dalam 

konteks jual 

barang tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli saat 

pertama kali tanpa adanya penyusutan. Keuntungannya tersebut dapat 

dikenakan pajak penghasilan karena pajak penghasilan tidak memperhatikan 

baik itu penjualan barang baru, maupun barang bekas. 

2. Sikap-sikap yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diantaranya 

penyederhanaan sistem perpajakan agar tidak multitafsir, sehingga 

memudahkan pengisian SPT; penyuluhan secara rutin mengenai pajak yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagian Kantor Pelayanan 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) divisi Penyuluhan, 

Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; pemberlakuan asas keadilan terhadap 

Wajib Pajak; serta pemberian pelayanan yang baik oleh Kantor Pelayanan 

Pajak. 

3. Penanganan kendala yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diantaranya 

dengan penyuluhan secara rutin dan pemeriksaan dengan metode langsung dan 

tidak langsung dengan beberapa pendekatan yang sering dilakukan Direktorat 

Jenderal Pajak adalah dengan penghitungan biaya hidup. Terbatasnya Petugas 

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak menyebabkan tidak semua usaha dapat 
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diperiksa, maka usaha yang tergolong kecil dibiarkan berkembang terlebih 

dahulu bersama dengan himbauan-himbauan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

dan apabila di kemudian hari usahanya sudah tergolong besar akan dipaksa 

untuk buat NPWP. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran dari 

Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah sebaiknya mengatur lebih jelas mengenai Pajak Penghasilan dari 

penjualan barang bekas, terlebih zaman sekarang kegiatan tersebut sedang 

marak-maraknya dilakukan secara online, dengan harapan bukan hanya 

pedagang konvensional saja yang membayar pajak, tetapi pedagang online pun 

juga mengetahui jika kegiatannya dapat dikenakan pajak penghasilan.  

2. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sikap lebih lanjut dengan memberikan 

informasi-informasi mengenai perpajakan secara online, khususnya terhadap 

website dan aplikasi kegiatan jual beli online. 

3. Wajib Pajak mempelajari dan/atau mengikuti penyuluhan pajak yang diadakan 

secara rutin oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan harapan sadar akan 

pemenuhan kewajiban perpajakannya, maupun untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Diadakannya kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan aplikasi 

online providers yang berkaitan agar lebih mudah mendapatkan data yang 

diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang 

melakukan kegiatan jual beli barang bekas secara online.  
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